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1.1 Latar Belakang 
Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang melaksanakan 
kegiatan pembangunan. Salah satu kegiatan pembangunan yang dilakukan 
adalah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang 
berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan. Pembangunan 
tersebut bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk 
mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil, makmur dan merata. Agar tujuan 
tersebut dapat terwujud maka dibutuhkan dana. Dana ini salah satunya berasal 
dari penerimaan pajak. 
Menurut (Andriani dalam Bohari 2012:23)  Pajak adalah iuran masyarakat 
kepada Negara (yang dipaksakan) yang menurut peraturan-peraturan umum 
(undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat 
ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 
umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan. 
Menurut Suandy (2011:12) “bahwa pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi 
finansial (budgeter) dan fungsi mengatur (regulerend)”. Pajak berfungsi budgeter 
yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan 
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Sedangkan pajak berfungsi 
regulerend yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik 
dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. 
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Dari fungsi pajak di atas bisa dilihat bahwa pajak merupakan penerimaan 
negara yang sangat diandalkan. Dalam praktiknya proses pemungutan pajak 
sering kali menemukan hambatan seperti misalnya ketidakpercayaan dari 
masyarakat atau wajib pajak tentang perpajakan. Untuk itu dalam 
pemungutannya yang berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku di 
Indonesia, maka Indonesia menganut Self Assesment System. Sistem 
pemungutan ini mempunyai arti bahwa besarnya pajak terutang dipercayakan 
kepada Wajib Pajak itu sendiri, yaitu masyarakat atau Wajib pajak harus 
melaporkan secara teratur seluruh jumlah pajak yang telah ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan perpajakan.   
Peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya 
sebagai Wajib Pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. 
Namun pada kenyataannya usaha untuk mengoptimalkan penerimaan negara 
dari sektor pajak sampai saat ini belum berjalan sesuai dengan harapan. Masih 
banyak Wajib Pajak yang lalai untuk membayar pajak bahkan tidak sedikit yang 
cenderung menghindari kewajiban tersebut. Ini terbukti dengan adanya 
tunggakan pajak yang terjadi setiap tahun. Menurut Stiglitz  (Noviyanti, 2013:12) 
bahwa prinsip utama penghindaran pajak (tax avoidence) dapat dibedakan 
menjadi tiga prinsip yaitu  menunda pembayaran pajak (postponement of taxes), 
memilih tarif pajak yang rendah (different marjinal tax rate ) dan merekayasa 
penghasilan menjadi berbagai jenis penghasilan yang memiliki tarif yang 
berbeda-beda (manipulation of different types of income that are taxed to 
different degrees). 
Sehubungan dengan hal itu, tindakan penagihan pun dilakukan. Tindakan 
penagihan pajak didasari oleh adanya Surat Ketetapan Pajak, yaitu seperti: Surat 





Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan 
Pembetulan, serta Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang 
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar ditambah. Menurut Pasal 1 ayat 
(9) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan 
Surat Paksa, disebutkan bahwa: “Penagihan adalah serangkaian tindakan agar 
Penanggung Pajak dapat melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak 
dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan pajak 
seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan 
pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta 
menjual barang yang telah disita”.   
Melihat definisi di atas maka penagihan pajak merupakan salah satu 
rangkaian atau tindakan dalam sistem perpajakan nasional, yaitu sebagai law 
enforcement  terhadap wajib pajak yang tidak atau belum melaksanakan 
kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya. Tindakan penagihan 
dilakukan, baik secara persuasif maupun secara represif. Artinya tindakan 
penagihan diawali dengan Surat Teguran, tetapi bila Wajib Pajak tidak 
mengindahkannya baru dilakukan tindakan secara paksa. 
Dasar penagihan pajak adalah adanya Surat Ketetapan Pajak. Setelah 
dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan 
Pajak sebagaimana dimaksud tersebut Wajib Pajak tetap tidak melunasinya, 
maka dilakukan suatu tindakan penagihan aktif berupa penerbitan Surat 
Teguran, Surat Peringatan, atau Surat Lain yang sejenis yang dimaksudkan 
untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang 
pajaknya.  
KUP No. 16 Tahun 2009 dalam pasal 3 ayat (5a) menyatakan bahwa: 





sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau batas waktu perpanjangan 
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), dapat diterbitkan Surat Teguran”. Surat Teguran sebagai awal tindakan 
pelaksanaan penagihan pajak dilakukan segera setelah tujuh hari sejak saat 
jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak. 
Penerbitan Surat Teguran dalam UU tidak diatur secara khusus dalam satu 
bagian tersendiri, tetapi hanya merupakan bagian dari bab mengenai Surat 
Paksa, seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) 
UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 
2000. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyatakan “Surat Paksa diterbitkan apabila 
Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan 
Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.” Sementara 
ayat (2) menyatakan “Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang 
sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya 
sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.” 
Dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak tidaklah selalu didahului 
dengan pelaksanaan Surat Paksa, tetapi dapat langsung dengan melakukan 
tindakan berupa penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus 
tanpa perlu menunggu jatuh tempo pembayaran. Penagihan seketika adalah 
penagihan yang dilakukan segera tanpa menunggu tanggal jatuh tempo 
pembayaran. Sementara itu, penagihan sekaligus adalah penagihan yang 
meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak dan tahun pajak. Selanjutnya 
apabila penagihan seketika dan sekaligus tidak direspon baik oleh Wajib Pajak 
maka akan diterbitkan Surat Paksa.  Surat Paksa (SP) adalah surat perintah 





tabel perkembangan tunggakan pajak selama tiga tahun terakhir di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Palopo. 
 
Tabel 1.1 Perkembangan Tunggakan Pajak di KPP Palopo Tahun 2011-2013 




Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Palopo 
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah 
tunggakan pajak pada tahun 2011 dan 2012, yaitu pada tahun 2011 jumlah 
tunggakan pajak sebesar Rp 87.890.179.852 dan pada tahun 2012 terjadi 
peningkatan jumlah tunggakan pajak menjadi Rp 91.254.244.251. Namun pada 
tahun 2013 terjadi penurunan tunggakan pajak menjadi Rp 75.517.099.690. 
Untuk mengatasi hal ini dibutuhkan tindakan penagihan yang mempunyai 
kekuatan hukum memaksa, seperti penagihan dengan surat Teguran dan Surat 
Paksa. Wilayah kerja KPP Pratama Palopo sebanyak 6 Kabupaten/Kota yang 
meliputi Kota Palopo, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Tana 
Toraja dan Kab. Toraja Utara yang terdiri dari 83 Kecamatan,  dan 827 
Desa/Kelurahan dengan luas wilayah 1.645.615 Ha yang dihuni sekitar 
1.538.651 jiwa. Ada tiga hal yang menyebabkan diterbitkannya Surat Paksa 
antara lain. 
1. apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan  
tanggal jatuh tempo dan telah diterbitkan Surat Teguran atau surat 
peringatan atau surat lain yang sejenis 
2. bahwa terhadap Penanggung Pajak telah dilakukan penagihan seketika 
dan sekaligus 





persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. 
Undang-undang penagihan pajak ini diharapkan dapat memberikan 
kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran 
dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya guna 
mengurangi  tunggakan pajak yang terjadi. Dengan demikian diharapkan 
penerimaan negara dari sektor pajak dapat lebih optimal.  
Berkaitan dengan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk 
mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul: “Pengaruh Penagihan Pajak 
dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Peningkatan Penerimaan 
Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo.” 
 
1.2  Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 
peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut. 
1. Apakah surat teguran berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan 
pajak di kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo? 
2. Apakah surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak 
di kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian sebagai 
berikut. 
1. Untuk mengetahui pengaruh surat teguran terhadap penerimaan 
tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo. 
2. Untuk mengetahui pengaruh surat paksa terhadap penerimaan tunggakan 






1.4  Kegunaan Penelitian 
1.4.1  Kegunaan Teoretis 
Bagi mahasiswa, dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang 
perpajakan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah 
pengetahuan dan wawasan peneliti tentang penagihan pajak dengan surat 
teguran dan surat paksa, dalam hal penerimaan tunggakan pajak. 
 
1.4.2 Kegunaan Praktis 
1. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberi informasi tentang penagihan 
pajak dengan surat teguran dan surat paksa yang dilakukan di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Palopo 
2. Sebagai bahan perbandingan penelitian yang telah ada dan sebagai bahan 
masukan dan rujukan bagi penliti yang akan melaksanakan penelitian yang 
sejenis. 
 
1.4.3 Kegunaan Kebijakan 
Bagi kantor pelayanan pajak pratama palopo, dapat digunakan sebagai bahan 
evaluasi atas hasil kinerja sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk 
mengambil keputusan dalam memperbaiki kinerja sehingga dapat berjalan lebih 
baik.  
 
1.5 Sistematika Penulisan 
 Peneliti membagi pembahasan skripsi ini dalam lima bab untuk 







BAB I   PENDAHULUAN 
 Dalam bab ini peneliti menjelaskan mengenai latar belakang, 
perumusan masalah mengenai topik yang diangkat, tujuan dan 
kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang kajian teori yang diperlukan di dalam 
menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas 
permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. 
BAB III  METODE PENELITIAN 
 Pada bab ini berisikan rancangan penelitian, tempat penelitian, 
populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional, 
instrument penelitian dan pengumpulan data, serta analisis data. 
BAB VI          HASIL PENELITIAN 
Pada bab ini akan diuraikan tentang deskripsi dan gambaran secara 
umum atas objek penelitian serta membahas dan menganalisis 
data-data yang didapat dari hasil perhitungan dan pengolahan 
dengan menggunakan perangkat lunak SPSS. 
BAB V          PENUTUP  
                       Bab ini berisi tentang kesimpulan akhir dari hasil penelitian dan 










2.1  Pajak 
2.1.1 Pengertian Pajak 
Pada dasarnya pajak merupakan salah satu perwujudan dan kewajiban 
kenegaraan yang merupakan sarana peran serta masyarakat dalam pembiayaan 
negara dan pembangunan nasional. Dalam hal ini pajak yang dipunggut oleh 
negara digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan demi menjamin 
kelangsungan hidup serta meningkatkan mutu kehidupan bangsa Indonesia yang 
tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut 
serta dalam melaksanakan ketertiban dunia.  
Oleh karena itu sangat penting disimak beberapa pengertian pajak di 
bawah ini yang dikemukakan oleh para ahli dalam bidang perpajakan yang 
memberikan pengertian yang berbeda namun pada inti dan tujuannya sama. 
1. Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 
menjelaskan bahwa  
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
 
2. (Smeeths dalam Bohari, 2012:23) menyatakan bahwa pajak adalah prestasi 
pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat 
dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal 





       
3. (Djajaningrat dalam Muljono, 2010:1) mengatakan bahwa pajak adalah suatu 
kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada negara 
disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan hukuman, tetapi sesuai menurut 
peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta dapat 
dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung dan 
digunakan untuk memelihara kesejahteraan  umum. 
Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-
unsur: 
1. iuran dari rakyat kepada negara 
2. pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang 
3. tidak ada timbal jasa (Kontraprestasi) secara langsung 
4. dapat dipaksaka 
5. hasilnya untuk membiayai pembangunan. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang 
dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 
peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan pretasi-prestasi kembali secara 
langsung yang dapat ditunjuk. 
 
2.1.2  Fungsi Pajak  
Menurut Mardiasmo (2011:1) ada dua fungsi pajak, yaitu: 
1. Fungsi penerimaan (Budgetair) 








2. Fungsi Mengatur (Reguleren) 
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi 
Contoh: 
a. pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk 
mengurangi konsumsi minuman keras 
b. pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 
mengurangi gaya hidup konsumtif 
c. tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor 
produk Indonesia di pasaran dunia. 
  
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak 
 Mardiasmo (2011:2) menyatakan bahwa agar pemungutan pajak pajak 
tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus 
memenuhi syarat sebagai berikut. 
1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang 
dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-
undangan diantaranya mengenai pajak secara umum dan merata, serta 
disesuaikan dengan kemampuan masing-masin. Sedang adil dalam 
pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk 
mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan 
banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yudiris) Di 





memberikan jaminan hokum untuk menyatakan keadilan, baik bagi 
Negara maupun warganya. 
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat ekonomis) 
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 
maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 
perekonomian masyarakat. 
4. Pemungutan pajak harus efesien (Syarat Finansiil) 
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 
dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.  
Contoh: 
a. Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 
macam tarif 
b. tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi satu tarif, 
yaitu 10% 
c. pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk 
perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan 










2.1.4 Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak 
 Atas dasar apakah negara mempunyai hak untuk memungut pajak? 
Menurut Agus dan Trisnawati (2013:5 ) beberapa teori yang mendukung hak 
negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, antara lain. 
1. Teori asuransi 
Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan 
segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa, dan 
juga harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi 
(pertanggungan), untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut 
diperlukan pembayaran premi. Dalam hubungan negara dengan 
rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai premi tersebut yang 
sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing individu.  
2. Teori kepentingan 
Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang 
harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus 
didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas 
pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta 
harta bendanya. Oleh karena itu sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang 
dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka. 
3. Teori gaya pikul 
Teori ini menyatakan bahwa keadilan pemungutan pajak terletak pada 
jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu 
perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut 
diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang 
menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Gaya pikul 





memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. 
Dalam pajak penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi, gaya pikul 
untuk pengeluaran atau pembelanjaan dinyatakan dengan sejumlah 
penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Sebagai contoh, Tuan 
Akbar (tidak kawin) dan Tuan Hakim (kawin, anak 2-K/2), mempunyai 
penghasilan yang sama. Beban pajak untuk Tuan Akbar lebih besar 
daripada Tuan Hakim karena gaya pikul (pengeluaran/pembelanjaan) 
Tuan Akbar lebih kecil dibanding Tuan Hakim.  
4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti) 
Berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya, yang tidak mengutamakan 
kepentingan negara di atas kepentingan warganya, maka teori ini 
mendasarkan pada paham Organische Staatsleer. Paham ini 
mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara maka timbullah hak mutlak 
untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak 
adanya persekutuan tidak akan ada individu. Oleh karena itu, 
persekutuan (yang menjelma menjadi negara) berhak atas satu dan yang 
lain. Akhirnya setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban 
mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk 
pembayaran pajak. 
5. Teori asas gaya beli 
Teori ini mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan 
hanya melihat pada efeknya, dan memandang efek yang baik itu sebagai 
dasar keadilannya. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan 
dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam 
masyarakat untuk rumah tangga negara, dan kemudian menyalurkan 





masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. Teori ini 
mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah 
yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak. 
 
2.1.5 Jenis-Jenis Pajak 
 Agus dan Trisnawati (2013:7) menggolongkan pajak menjadi 3 macam, 
yaitu menurut golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutnya. 
1. Menurut golongannya 
a. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dilimpahkan 
oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang 
bersangkutan. 
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) 
b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat 
dilimpahkan kepada pihak lain. 
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah (PPnBM). 
2. Menurut Sifatnya 
a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 
Contoh: Pajak Penghasilan. 
b. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. 
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang 







3. Menurut Lembaga Pemungutnya 
a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. 
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM). 
b. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah 
Contoh: Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak 
Kendaraan Bermotor. 
 
2.1.6 Tarif Pajak  
 Ada 4 macam tarif yang dikemukakan Mardiasmo (2011:9) sebagai 
berikut. 
1. Tarif sebanding/proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang tetap, 
terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak 
yang terutang proporsional terhadap besranya nilai yang dikenai pajak. 
Contoh: untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean 
akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. 
2. Tarif tetap, tarif berupa jumlah (sama) terhadap berapapun jumlah yang 
dikenai pajak yang terutang tetap. 
Contoh: besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai 
nominal berapapun adalah Rp 3.000,00. 
3. Tarif progresif, persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah 





Contoh: pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak 
orang pribadi dalam negeri. 
Tabel 2.1 Tarif Pajak Pasal 17 PPh orang pribadi dalam negeri 
 
 
















Di atas Rp500.000.000,00 
 
30% 
   
4. Tarif degresif, persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah 
yang dikenai pajak semakin besar. 
 
2.1.7  Asas Pemungutan Pajak 
 Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas 
pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Maka terdapat keserasian 
pemungut pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu 
pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Menurut Waluyo  (2010:13) asas – 
asas pemungutan pajak antara lain. 
1. Equality  
Pemungutan harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan 
kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan 










Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, 
Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnyapajak yang 
terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran. 
3. Economy  
Secara ekoonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan 
kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, 
demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak. 
 
2.1.8  Sistem Pemungutan Pajak 
Sistem pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Waluyo (2010: 17) sebagai 
berikut. 
1. Official Assesment System 
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang 
terutang. 
Ciri-ciri Official Assesment antara lain.  
a. wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
fiskus 
b. Wajib pajak bersifat pasif 
c. utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 
fiskus. 
2. Selft Assesment System 
Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, 





menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri 
besarnya pajak yang harus dibayar. 
3. With Holding System 
Sistem merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 
kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak 
yang terutang oleh Wajib Pajak. 
 
2.1.9  Timbul dan Hapusnya Utang Pajak 
 Pengertian utang pajak menurut Pasal 1 angka 8 (UU Penagihan Pajak) 
adalah sebagai berikut. 
Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi 
administrasi berupa bunga denda atau kenaikan yang tercantum dalam 
surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. 
 
Resmi (2013:12) menyatakan bahwa saat timbulnya utang pajak mempunyai 
peranan yang sangat penting karena berkaitan dengan: 
1. pembayaran pajak 
2. memasukkan surat keberatan 
3. menentukan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu daluwarsa 
4. menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Tambahan, dan lain-lain 
5. menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi lainnya. 
 Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan 






1. Ajaran Materiil 
Ajaran materiil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena 
diberlakukannya undang-undang perpajakan. Dalam ajaran ini seseorang 
akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak 
sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ajaran ini konsisten 
dengan penerapan self assesment system. 
2. Ajaran Formil 
Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena 
dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah). Untuk 
menentukan apakah seseorang dikenakan pajak atau tidak, berupa 
jumlah pajak yang harus dibayar, dan kapan jangka waktu 
pembayarannya dapat diketahui dalam surat ketetapan tersebut. Ajaran 
ini konsisten dengan penerapan official assesment system. 




4. pembebasan dan penghapusan. 
 
2.1.10  Hambatan Pemungutan Pajak 
 Menurut Mardiasmo (2011:8) hambatan terhadap pajak dapat 
dikelompokkan menjadi: 
1. Perlawanan pasif 







a. perkembangan intelektual dan moral masyarakat 
b. sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat 
c. sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan 
baik. 
2. Perlawanan aktif  
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara 
langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.  
Bentuknya antara lain. 
a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak 
melanggar undang-undang. 
b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara 
melanggar undang-undang (menggelapkan pajak). 
 
2.2  Penagihan Pajak  
2.2.1  Pengertian Panagihan Pajak 
Hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan 
tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan 
tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Formula untuk mengukur efektivitas yang 
terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi penerimaan 
pajak dengan potensi pajak. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 
19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana 
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, yang 
dimaksud dengan penagihan pajak adalah sebagai berikut. 
Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya 
penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan 





pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual 
barang yang telah disita. 
 
 
Mardiasmo (2011:125) mendefenisikan penagihan pajak sebagai berikut. 
 
Penagihan pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh fiskus karena Wajib 
Pajak tidak mematuhi Undang-Undang pajak, khususnya mengenai 
pambayaran pajak yang terutang, penagihan pajak meliputi kegiatan, perbuatan 
dan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat pakasa, penyitaan, 
lelang, pencegahan dan penyanderaan. 
 
Berdasarkan defenisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penagihan 
pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak atau fiskus 
karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Ungdang pajak, 
khususnya mengenai pembayaran pajak dengan melaksanakan pengiriman surat 
peringatan, surat teguran, penyitaan dan pelelangan. 
 
2.2.2 Dasar Penagihan Pajak 
Sesuai Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, 
perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa Surat Ketepatan maupun Surat 
Keputusan yang menjadi dasar penagihan pajak seperti berikut. 
1. Surat Tagihan Pajak (STP) 
Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak 
dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan 
yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, 
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 






3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang 
telah ditetapkan. 
4. Surat Keputusan Pembetulan 
Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan 
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan 
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan 
yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat 
Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi 
Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat 
Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan 
Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan 
Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga. 
5. Surat Keputusan Keberatan 
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 
terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau 
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
6. Putusan Banding 
Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
 
2.2.3 Tindakan Penagihan Pajak 
Tindakan penagihan pajak dilakukan apabila pajak yang terutang 
sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, SKPKBT, 





yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang 
bayar setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang bersangkutan. 
Dalam bidang administrasi perpajakan dikenal beberapa bentuk 
tindakan penagihan yaitu penagihan pasif, penmagihan aktif dan penagihan 
dengan surat paksa.  
1. Penagihan pasif 
Penagihan pasif adalah tindakan yang dilakukan oleh kantor Pelayanan 
Pajak denghan cara memberikan himbauan kepada Wajib Pajak agar 
melakukan pembayaran pajak sebelum tanggal jatuh tempo. Penagihan 
pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), 
SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak terutang 
menjadi lebih besar. Panagihan pasif merupakan tugas pengawasan 
fiskus atau kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya 
sesuai Undang-Undang yang berlaku.  
2. Penagihan aktif 
Penagihan aktif adalah penagihan yang didasarkan pada STP, SKPKB, 
SKPKBT dimana Undang-Undang telah menentukan tanggal jatuh tempo 
pembayaran yaitu 1 bulan terhitung mulai dari STP, SKPKB, SKPKBT 
diterbitkan. Jika dalam jangka waktu 30 hari utang pajak belum juga 
dilunasi maka 7 hari setelah tanggal jatuh tempo akan dilakukan tindakan 
penagihan pajak yang di awali dengan menerbitkan surat teguran dan 
melaksanakan surat paksa. Penagihan aktif ini merupakan kelanjutan dari 
penagihan pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan akti, 
dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi juga akan diikuti 





2.2.4   Prosedur Penagihan Pajak 
Pudyatmoko (2008:183) menyatakan bahwa langkah untuk penagihan 
pajak secara aktif-represif itu dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. 
1. Untuk pelaksanaan penagihan pajak, diawali dengan penerbitan Surat 
Teguran oleh pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut 
setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. 
2. Surat teguran sebagaimana tersebut diatas tidak diterbitkan dalam hal 
penanggung pajak telah disetujui untuk melakukan pembayaran pajak 
secara angsuran maupun menunda pembayaran pajaknya. 
3. Dalam hal jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi 
oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari 
terhitung sejak diterbitkannya surat teguran, pejabat yang berwenang 
segera menerbitkan surat paksa. 
4. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar ternyata tidak 
dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu dua kali 24 (dua 
puluh empat) jam terhitung sejak saat Surat Paksa diberitahukan 
kepadanya, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan 
Penyitaan (SPMP). 
5. Apabila terhadap penanggung pajak dilakukan penagihan seketika dan 
sekaligus, kepada penanggung pajak yang bersangkutan dapat 
diterbitkan surat paksa tanpa menunggu jatuh tempo atau tanpa 
menunggu lewat tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak surat 
teguran diterbitkan.  
6. Dalam hal utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar 





belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penmyitaan, pejabat yang 
berwenang segera melaksanakan pengumuman lelang. 
7. Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar 
ternyata tidak juga dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 
14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang, pejabat tersebut 
segera melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui 
Kantor Lelang Negara. 
Untuk mendapatkan  gambaran lebih mudah mengenai prosedur 
penagihan pajak tersebut diatas, dapat dilihat dalam bagan berikut. 
 
Gambar 2.1 Skema Penagihan Pajak 
 










Pemberian bunga sebesar 2% perbulan saat jatuh tempo diatur dalam 
Undang-Undang KUP No.16 Tahun 2009 pasal 19 ayat 1 yang menyatakan 
bahwa: “Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan 




























Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang 
menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat 
jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak 
atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% 
(dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh 
tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat 
Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 
 
2.3    Surat Teguran 
2.3.1  Pengertian Surat Teguran 
Menurut Undang-Undang N0.19 Tahun 2000 Tentang Penagihan pajak 
dengan Surat Paksa Pasal 1 ayat 10, menyatakan bahwa “Surat teguran, Surat 
Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan Oleh 
Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk 
melunasi utang pajaknya”. 
Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa surat teguran  
adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan 
Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya. 
Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak 
dilakukan segera setelah tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran yang 
tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak.  Penerbitan Surat Teguran dalam UU 
tidak diatur secara khusus dalam satu bagian tersendiri, tetapi hanya merupakan 
bagian dari bab mengenai Surat Paksa, seperti yang diatur dalam ketentuan 
Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah 
diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyatakan 





dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat 
lain yang sejenis.” Sementara ayat (2) menyatakan “Surat Teguran, Surat 
Peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak 
tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo 
pembayaran”. 
Berdasarkan KUP No. 16 Tahun 2009  Pasal 20 ayat 1 : 
 Apabila jumlah utang pajak tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal 
jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan 
pembayaran, atau Wajib Pajak tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak, 
penagihannya dilaksanakan dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangundangan perpajakan. Penagihan pajak dengan Surat 
Paksa tersebut dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak. 
 
2.3.2 Tata Cara Penerbitan Surat Teguran 
Menurut Dimas (2013) penerbitan surat teguran dilakukan pada seksi 
penagihan, dengan prosedur sebagai berikut. 
1. pelaksanaan pada Seksi Penagihan meneliti Surat Ketetapan Pajak 
(SKP)/Surat Tagihan Pajak (STP)/Surat Tagihan Bea (STB) yang harus 
diterbitkan Surat Teguran dalam Sistem Administrasi Perpajakan dan 
meminta persetujuan Kepala Seksi dan kemudian diteruskan kepda 
Kepala Kantor Pelayanan Pajak melalui sistem informasi DJP 
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak memeriksa usulan penerbitan Surat 
Teguran dan memberikan persetujuan penerbitan melalui Sistem 
Informasi DJP 
3. pelaksana melihat sistem informasi DJP dan memeriksa persetujuan 






4. Kepala Seksi Penagihan meneliti, memaraf Surat Teguran, dan 
menugaskan kepada Pelaksana untuk menyampaikannya kepada Kepala 
Kantor Pelayanan Pajak 
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti, menandatangani Surat Teguran 
yang telah ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak, 
menatausahakan, dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak melalui 
Subbag Umum. 
 
2.4  Penagihan Seketika dan sekaligus 
Dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak tidaklah selalu didahului 
dengan pelaksanaan Surat Paksa, tetapi dapat langsung dengan melakukan 
tindakan berupa penerbitan Surat  Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus 
tanpa perlu menunggu jatuh tempo pembayaran. Penagihan seketika adalah 
penagihan yang dilakukan segera tanpa menunggu tanggal jatuh tempo 
pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak dan tahun 
pajak (Pudyatmoko 2008:185).  
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir  dengan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 16 Tahun 2009 dalam pasal 20 ayat 2 menyatakan bahwa penagihan 
seketika dan sekaligus dilakukan apabila: 
1. penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya 
atau berniat untuk itu 
2. penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang 
dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan 





3. terdapat  tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan 
badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha, atau 
memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, 
atau melakukan perubahan bentuk lainnya 
4. badan usaha akan dibubarkan oleh negara 
5. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau 
terdapat tanda-tanda kepailitan. 
 
2.5       Surat Paksa 
2.5.1    Pengertian Surat Paksa 
Prasetyo (2014) “Surat Paksa dalam arti umum adalah alat hukum yang 
lazimnya diterapkan dalam hukum perdata setelah ada putusan hakim”. 
Sedangkan Surat Paksa dalam arti khusus adalah surat yang dikeluarkan oleh 
pejabat dalam hal ini yang berwenang dalam menerbitkan surat paksa, yang 
intinya memerintahkan kepada wajib pajak (penanggung pajak) yang mempunyai 
utang pajak untuk membayar utang pajaknya dan biaya penagihan pajak.  Akan 
tetapi di dalam hukum pajak Surat Paksa disebut parate executie, artinya dapat 
melakukan eksekusi langsung tanpa melalui proses dimuka pengadilan.  
Membahas tentang Surat Paksa, maka Surat Paksa dapat ditinjau dari 2 (dua) 
segi, yaitu segi isinya dan segi karakteristiknya. 
Ditinjau dari segi isinya, sesuai dengan pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-
Undang Nomor19 Tahun 2000, Surat Paksa memuat hal-hal sebagai berikut. 
1. diawali dengan kata-kata yang berbunyi “Demi Keadilan berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa 
2. nama wajib pajak atau penanggung pajak, keterangan cukup tentang 





3. dikeluarkan atau ditandatangani oleh Pejabat berwenang yang ditunjuk 
oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.  
Sedangkan ditinjau dari segi karakteristiknya adalah sebagai berikut. 
1. mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Grosse putusan Hakim 
dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim 
atasannya 
2. mempunyai kekuatan hukum yang pasti (in kracht van Gewijsde) 
3. mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan menagih bukan pajak 
atau biaya-biaya dalam proses penagihan  
4. dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau penyanderaan/ 
pencegahan. 
Surat Paksa mempunyai kekuatan executorial karena mepunyai title 
berupa kepala (irah-irah) “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa”, ini sama dengan keputusan pengadilan dan grosse akte notaris yang juga 
berkepala demikian. 
Surat Paksa diterbitkan fiskus (aparat pajak) kepada para wajib pajak 
yang mempunyai tunggakan pajak. Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan 
pajak disebut Penanggung Pajak, sedangkan tunggakan pajak selanjutnya 
disebut utang pajak yang harus dilunasi sesuai jangka waktu yang telah 
ditetapkan oleh Undang-undang. Utang pajak yang tidak dilunasi dalam jangka 
waktu yang ditentukan akan diterbitkan Surat Paksa dengan terlebih dahulu 
diterbitkan surat tegoran atau surat peringatan.  
Terhadap Penanggung Pajak yang telah dilaksanakan penagihan 
seketika dan sekaligus juga diterbitkan Surat Paksa dan terhadap Penanggung 





pajak dan sampai jangka waktu pembayaran masih juga belum melunasinya 
sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.  
 
2.5.2   Dasar hukum Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 
Penagihan pajak di Indonesia harus didasarkan pada hukum yang jelas 
dan mengikat, sehingga Wajib Pajak dan pihak yang terkait dapat mematuhinya. 
Sidiq (2012) menyebutkan Undang-Undang dan peraturan serta keputusan-
keputusan yang mengatur tentang penagihan pajak dengan surat paksa adalah 
sebagai berikut. 
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak 
Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2000 
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 
Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penagihan Dengan Surat Paksa 
dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 85/PMK.03/2010 
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
561/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika 








2.5.3   Saat Penerbitan Surat Paksa 
Menurut  Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 dinyatakan 
bahwa Surat Paksa diterbitkan apabila : 
1. penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah 
diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang 
sejenis 
2. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan 
sekaligus 
3. penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum 
dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran 
pajak. 
Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat, Surat Paksa 
pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan dan mempunyai 
kekuatan eksekutorial serta mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan 
Surat Paksa yang asli. 
 
2.5.4  Pemberitahuan Surat Paksa Oleh Jurusita Pajak 
Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2000 tentang surat paksa 
berbunyi sebagai berikut. 
1. Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan 
penyerahan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak 
2. Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari 
dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama 





3. Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak 
kepada: 
a. penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau ditempat 
lain yang memungkinkan 
b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang 
bekerja  ditempat uasaha Penanggung Pajak, apabila 
Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai 
c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang 
mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah 
meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi 
d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan 
harta  warisan telah dibagi. 
4. Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak  kepada: 
a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, 
pemilik modal baik ditempay kedudukan badan yang 
bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun ditempat lain yang 
memungkinkan 
b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan 
yang bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai 
salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a. 
5. dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan 
kepada Hakim Komisaris atau Bali Harta Peninggalan, dan dalam hal 
Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi. Surat Paksa 
diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan 





6. apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan 
melalui Pemerintah Daerah setempat.  
 
2.5.5  Penolakan Terhadap Surat Paksa 
Adakalanya Penanggung Pajak menolak menerima SP dengan berbagai 
alasan. Apabila alasan penolakan adalah karena kesalahan SP itu sendiri, maka 
penyelesaiannya adalah seperti yang telah diuraikan pada butir 5 di atas. Apabila 
Jurusita setelah memberikan keterangan seperlunya Penanggung Pajak atau 
wakilnya tetap menolak maka Salinan SP tersebut dapat ditinggalkan begitu saja 
pada tempat kediaman/tempat kedudukan Penanggung Pajak atau wakilnya, 
dengan demikian SP dianggap telah diberitahukan/disampaikan (Undang-
Undang  Nomor 19 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 
Pasal 10 Ayat 11). 
 
2.5.6  Penentangan Terhadap Surat Paksa 
Rifai (2008) menjelakan bahwa Surat Paksa dapat ditentang apabila: 
1. Surat Paksa tidak dapat disampaikan/diberitahukan oleh seorang 
petugas Jurusita Pajak yang telah disumpah 
2. Surat Paksa dikirim melalui pos, sekalipun tercatat 
3. Surat Paksa tidak ditandatangani oleh yang berwenang, dalam hal ini 
oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak apabila wajib pajak/penanggung 
pajak menemukan salah satu unsur formil sebagaimana tersebut di atas, 
maka ia berhak untuk menentang (menolak) Surat Paksa tersebut 





Dalam beberapa hal Hakim Pengadilan Negeri masih diperlukan peran sertanya, 
antara lain. 
1. jika ada concursus/berbarengan kepentingan antara fiskus dan kreditur 
lain terhadap wajib pajak/penanggung pajak mengingat kepentingan 
semua pihak 
2. jika ada sanggahan/gugatan tentang barang-barang yang telah disita 
fiskus terhadap pihak ketiga yang bukan WP/PP. 
Begitu juga jika nantinya seiring dengan pelaksanaan sanksi 
penyanderaan badan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 
tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa. 
 
2.6  Peneliti Terdahulu 
Penelitian mengenai tindakan penagihan pajak dengan surat paksa 
memang sudah banyak dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu 
yang berkaitan dengan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa dikutip dari 
berbagai sumber antara lain. 
 














































pajak di KPP Pratama 
Makassar Barat dapat 
dijelaskan oleh faktor 
jumlah surat 
teguran dan surat paksa 
yang diterbitkan. Dimana 









2.7  Kerangka Penelitian 
Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan 
penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, 
sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan 
yaitu official assesment system menjadi self assesment system. Dalam self 
assesment system, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, 
memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Namun, dalam 
kenyataanya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak 
dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya, sehingga perlu dilaksanakan 
tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. 
tunggakan pajak 
dipengaruhi oleh jumlah 
surat teguran dan surat 
paksa yang diterbitkan 




















kepatuhan wajib  









Menurut penelitian ini 
berdasarkan pegujian 
hipotesis, bahwa thitung 
untuk variabel penagihan 
pajak dengan surta paksa 
(X) terhadap kepatuhan 
wajib pajak (Y) 
menunjukkan 17,656, 
berarti thitung >ttabel  
(17,656>-2,07), memiliki 
tingkat signifikansi 0,000 
karena tingkat signifikansi 
lebih kecil dari pada 0,05, 
maka hal ini 
membuktikan bahwa 
penagihan pajak dengan 
surat paksa mempunyai 
pengaruh yang signifikan 






Tindakan penagihan terhadap utang pajak yang dilakukan berdasarkan 
Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dalam Undang-
Undang N0.19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 
mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa agar Wajib Pajak mau 
melunasi utang pajaknya. Tindakan penagihan pajak berdasarkan urutan proses 
dan waktu pelaksanaanya dimulai dengan menerbitkan surat teguran setelah 7 
hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. Selanjutnya diterbitkan surat paksa 
setelah 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran dan akan diikuti dengan 
penyitaan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dalam jangka 
waktu 2 x 24 jam. Biasanya Wajib Pajak akan segera melunasi utang pajaknya 
setelah diterbitkan surat paksa karena jika sampai dilakukan penyitaan maka 
akan merusak kredibilitas Wajib Pajak tersebut, sehingga Wajib Pajak akan 
melunasi tunggakan pajaknya. 
Berdasarkan uraian penjelasan di atas dapat dituangkan dalam suatu 
skema kerangka pikir sebagai berikut. 





















2.8  Hipotesis Penelitian 
Tindakan penagihan pajak didasari oleh adanya Surat Ketetapan Pajak, 
yaitu seperti: Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
(SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat 
Keputusan Pembetulan, serta Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding 
yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar ditambah. Menurut Pasal 1 
ayat (9) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa, disebutkan bahwa: “Penagihan adalah serangkaian 
tindakan agar Penanggung Pajak dapat melunasi utang pajak dan biaya 
penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan 
penagihan pajak seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, 
mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan 
penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita”.  
Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andi Marduati 
(2012) dengan melihat data-data yang telah diolah menunjukkan bahwa setiap 
peningkatan/penurunan satu satuan surat teguran maka akan 
meningkatkan/menurunkan pencairan tunggakan pajak. Penelitian serupa juga 
dilakukan oleh Fadmawati (2012) setelah melakukan pengolahan data peneliti 
menyimpulkan bahwa penagihan dengan surat paksa dapat meningkatkan 
kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar tunggakan pajaknya.    
Sesuai dengan pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2000, surat paksa mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tidak dapat 
ditentang, apabila terdapat pihak-pihak yang beranggapan dirugikan karena tidak 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dapat dilakukan 
perlawanan dengan mengajukan gugatan yang ditunjukkan kepada pengadilan 





jika penagihan dengan surat teguran dan surat paksa berpengaruh terhadap 
penerimaan tunggakan pajak. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 dan hasil peneliatian 
terdahulu di atas maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut. 
H1: Surat teguran berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak di 
KPP Pratama Palopo 
H2: Surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak di 




















3.1 Rancangan Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 
dengan penekanan pada pengujian empiris melalui pengukuran variabel-variabel 
penelitian dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Peneliti 
menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menguji dan memberikan 
gambaran bagaimana pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap 
penerimaan tunggakan pajak.  
 
3.2 Tempat Penelitian 
Tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo 
Jl. Andi Jemma No. 131. Tempat penelitian tersebut dipilih dengan pertimbangan 
bahwa baik data maupun informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh serta 
relevan dengan pokok permasalahan yang menjadi objek pokok penelitian. 
 
3.3 Populasi dan Sampel 
Populasi penelitian ini adalah seluruh tunggakan pajak yang ada di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Palopo.  
Sampel yang diambil oleh peneliti adalah tunggakan pajak yang terjadi 
selama 3 tahun terakhir (2011-2013) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Palopo. Cara pemilihan sampel yang digunakan peneliti adalah purposive 
sampling yaitu “pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan 





1. Data tunggakan pajak wajib pajak tersedia 
2. memiliki data lengkap dan pernah dikirimi surat teguran 
3. pernah dikirimi surat paksa. 
Berdasarkan kriteria sampel diatas,dilakukan pemilihan sampel sesuai table 3.1 
berikut.  
Tabel 3.1 Pemilihan Sampel 




Wajib pajak yang menunggak pajak 
Wajib pajak Badan, 
Orang  Pribadi dan 
Bendahara Pemerintah 
sebanyak 23.740 
3 Tidak memenuhi syarat 2 21.918  
 
4 Tidak memenuhi syarat 3 22.469  
 
Sampel 3.093 
Sumber: Seksi Penagihan Pajak 
 
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
Sesuai dengan rumusan masalah, untuk melihat pengaruh penagihan 
pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan tunggakan 
pajak maka variabel operasional yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan 
tiga variabel yang terdiri atas dua variabel independen  dan satu variabel 
dependen berikut. 
1. Surat Teguran (X1) 
Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh KPP untuk menegur atau 





Variabel surat teguran yang diterbitkan dilihat dari banyaknya jumlah 
surat teguran yang diterbitkan. 
2. Surat Paksa (X2) 
Surat Paksa adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh KPP dan 
dilakukan oleh juru sita untuk memaksa Wajib Pajak melunasi utang pajak 
dalam jangka waktu tertentu. Penagihan pajak dengan surat paksa, 
dalam hal ini dilihat dari jumlah surat paksa yang diterbitkan. 
3. Penerimaan Tunggakan Pajak (Y) 
Penerimaan tunggakan pajak merupakan setoran ke kas negara yang 
berasal dari tunggakan pajak yang berhasil ditagih dengan serangkaian 
tindakan penagihan. Variabel penerimaan tunggakan pajak dilihat dari 
jumlah pembayaran tunggkan yang berhasil dicairkan dengan melakukan  
penagihan surat teguran dan surat paksa. 
 
3.5 Instrumen Penelitian dan Pengumpulan Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
diperoleh langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo berupa laporan 
kinerja seksi penagihan, laporan penerimaan pajak, serta data-data lain yang 
terkait. 
Data-data yang nantinya dianalisis dan ditarik kesimpulan, dikumpulkan 
dengan menggunakan teknik tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Pengumpulan data tersebut diperoleh 
dari dokumen-dokumen yang merupakan data olahan dari instansi terkait. Selain 
itu, data yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, 






3.6 Analisis Data 
Aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam menganalisis data pada 
penelitian ini adalah Statistical Product and Service Solution (SPSS). Metode-
metode yang digunakan untuk menganalisis data dan menguji hipotesis dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut . 
 
3.6.1 Uji Asumsi Klasik 
Dalam penggunaan regresi, terdapat beberapa asumsi dasar yang 
menghasilkan estimator linear tidak bias yang terbaik dari model regresi yang 
diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa. Dengan terpenuhinya asumsi 
asumsi tersebut maka hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan mendekati 
atau sama dengan kenyataannya. Asumsi-asumsi dasar itu dikenal sebagai 
asumsi klasik yaitu sebagai berikut. 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data pada persamaan 
regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau berdistribusi tidak 
normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel 
bebas dan variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal 
sama sekali. 
2. Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi yang 
tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear 
berganda. Jika ada korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel 
bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel 






3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari observasi yang satu 
dengan observasi yang lain. Jika varians tetap maka disebut 
homoskedastisitas dan jika berbeda maka terjadi problem 
heteroskedastisitas. 
4. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linear ada 
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 
pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). 
 
3.6.2 Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya 
minimal dua. 
 
Rumus linear berganda ditunjukkan oleh persamaan : 
Y = a + b1X1 + b2X2 + e             (1) 
 
Dimana:  
Y = Jumlah penerimaan tunggakan pajak 
a =  Konstanta 
b1 = Koefesien surat teguran 
b2   = Koefesien surat paksa 
X1 = Surat teguran 
X2 = Surat Paksa 





3.6.3 Uji Hipotesis 
1. Uji Parsial (t-test) 
Uji signifikansi secara parsial atau sering kali disebut uji t bertujuan untuk 
melihat pengaruh variabel-variabel independen secara individual terhadap 
variabel dependen. 
2. Uji Simultan (F-test) 
Uji signifikansi simultan atau sering kali disebut uji F bertujuan untuk melihat 
pengaruh variabel-variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel 
terikat. 
3. Koefisien Determinasi (R2) 
“Koefisien determinasi merupakan ukuran kesesuaian garis regresi linier 
berganda terhadap suatu data”  (Hasan, 2002:270). Nilai koefisien 
determinasi adalah antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 0 besarnya 
koefisien determinasi suatu persamaan regresi, semakin kecil pula pengaruh 
variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan kata lain semakin 
kecil kemampuan model regresi yang dihasilkan dalam menjelaskan 
perubahan nilai variabel dependen. Sebaliknya, semakin mendekati 1 
besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi, semakin besar 
pula pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan 
kata lain semakin besar kemampuan model regresi yang dihasilkan dalam 











4.1 Deskripsi Objek Penelitian  
4.1.1 Sejarah Terbentuknya KPP Pratama Palopo 
KPP Pratama Palopo adalah salah satu unit vertikal Direktorat Jendral 
Pajak Kementrian Keuangan yang secara hierarki berada dibawah Kanwil DJP 
Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 67/PMK/2008 KPP Pratama Palopo sebagai bagian 
modernisasi administrasi perpajakan yang bercirikan sistem administrasi 
perpajakan di kota palopo yaitu KPP Palopo yang mengurusi PPh, PPN dan 
Pajak Tidak Langsung lainnya serta KP PBB palopo yang mengurusi PBB.  
Kedua kantor tersebut sebelumnya memiliki wilayah kerja yang berbeda, 
untuk KPP palopo memiliki wilayah kerja sebanyak 9 Kabupaten/Kota, yaitu Kota 
Palopo, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Tana Toraja 
(sebelum terjadi pemekaran) dan Kab. Enrekang, Kab. Bone dan Kab. Wajo 
Setelah melebur menjadi KPP Pratama Palopo terletak kepada, wilayah kerjanya 
menjadi 6 Kabupaten/Kota yang meliputi Kota Palopo, Kab. Luwu, Kab. Luwu 
Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Tana Toraja dan Kab. Toraja Utara yang terdiri 
dari 83 Kecamatan,  dan 827 Desa/Kelurahan dengan luas wilayah 1.645.615 Ha 
yang dihuni sekitar 1.538.651 jiwa. 
Ciri khas bangunan KPP Pratama Palopo terletak pada modelnya yang 
menyerupai rumah bangsawan di daerah Luwu dan Toraja (bagian atap 
perpaduan arsitektur adat Bugis dan Toraja). Memiliki dua halaman depan di 
sebelah timur menghadap kelaut dan sebelah barat menghadap kepegunungan 





kota palopo di sebelah timur menghadap ke Jl. Andi kambo sedangkan di 
sebelah barat menghadapp ke Jl. Andi Jemma. 
Dalam hal kepemimpinan, sejak awal terbentuknya KPP Pratama Palopo 
sebagai bagian dari modernisasi administrasi perpajakan, kantor ini telah 
mengalami 2 kali pergantian kepemimpinan, yakni di periode awal mulai 
pertengan tahun 2008 sampai dengan pertengahan 2009 dipimpin oleh bapak I 
Ketut Sukarda yang saat ini juga menjabat sebagai kepala KPP Pratama Jakarta 
Tamansari Dua, dan diperiode selanjutnya hingga saat ini di pimpin oleh bapak 
Dionysius Lucas Hendrawan. 
 
4.1.2 Visi dan Misi 
1. Visi DJP 
Menjadi Institusi pemerintah yang yang menyelenggarakan sistem 
admisitrasi perpajakan modern yang efektif, efesien, dan dipercaya 
masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. 
2. Misi DJP 
Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang 
Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem admistrasi 
perpajakan yang efektif dan efesien. 
3. Visi KPP Pratama Palopo 
Menjadi kantor yang memberikan pelayanan terbaik, transparan, 
profesional, berintegritas, dan dipercaya oleh masyarakat. 
4. Misi KPP Pratama Palopo 
Mengoptimalkan penggalian potensi penerimaan pajak melalui sistem 





4.1.3 Motto dan Janji Layanan 
1. Professional 
Bekerja sesuai dengan aturan dan etika profesi serta menjalankan tugas 
dengan integritas yang tinggi 
2. Educate  
Memberikan pembelajaran kepada masyarakat tentang perpajakan 
3. Responsive 
Selalu respon terhadap kritik, saran dan keluhan masyarakat 
4. Friendly  
Melayani dengan hati seperti seorang sahabat 
5. Care 
Peduli terhadap wajib pajak, masyarakat dan lingkungan sekitar 
6. Trustfull  
Menjaga kepercayaan masyarakat dalam menjalankan reformasi birokrasi  
Mengutip semboyan lama dari suku bugis, janji layanan KPP Pratama 
Palopo sebagai brikut. 
1. Sipakatau 
yang berarti saling menghormati; dalam hal melayani KPP Pratama 
Palopo mengedepankan sikap menghormati antara fiskus 
2. Sipakainge 
yang berarti saling mengingatkan; KPP Pratama Palopo membuka diri 
untuk selalu menerima kritik dan saran dari wajib Pajak 
3. Sipakalebbi  
yang berarti saling menghargai; dalam melaksanakan tugasnya KPP 










































Uraian jabatan instansi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo adalah 
sebagai berikut. 
1. Kepala Kantor 
Kepala kantor bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan 
pengendalian serta menjalankan fungsi kepemimpinan di wilayah KPP 
Pratama Palopo terhadap berbagai kegiatan dalam ruang lingkup KPP 
Pratama palopo. 
2. Sub Bagian Umum 
Sub bagian umum melaksanakan tugas kesekretariatan, mengatur 
kegiatan-kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga 
serta perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas 
3. Seksi pelayanan 
Tugas utama dari seksi pelayanan yaitu melakukan penetapan dan 
penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen 
perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, 
permohonan dan surat lainnya, penyuluhan dan sosialisasi perpajakan, 
penerbitan NPWP/NPPKP, serta memberikan jawaban konfirmasi. 
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 
Tugas utama dari seksi ini yaitu melaksanakan pengumpulan, 
pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen 
perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi 
e-SPT dan e-filing serta penyiapan laporan kerja. 
5. Seksi Ekstensifikasi 
Seksi ekstensifikasi bertanggung jawab terhadap pendaftaran objek pajak 
baru dengan penelitian kantor dan lapangan, penerbitan himbauan 





individual objek PBB, pemeliharaan data objek dan subjek PBB, 
penyelesaian mutasi sebagian atau seluruhnya objek dan subjek PBB, 
penyelesaian permohonan penundaan pengembalian SPOP, dan 
penyelesaian permohonan surat keterangan NJOP. 
6. Seksi Penagihan 
Seksi penagihan merupakan ujung tombak penegakan hukum (law 
enforcement) yang bertugas melakukan urusan penatausahaan piutang 
pajak yang memberikan keputusan penundaan dan angsuran tunggakan 
pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta 
penyimpanan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan piutang pajak.  
7. Seksi Pemeriksaan  
Tugas dari seksi pemeriksaan yaitu mengkoordinasikan pelaksanaan 
penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan dan 
penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), serta administrasi 
pemeriksaan perpajakan lainnya 
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON) 
Seksi pengawasan dan konsultasi (Waskon) bertugas memberikan 
konsultasi, bimbingan dan himbauan kepada Wajib Pajak mengenai 
pemenuhan kewajiban perpajakan melalui Acount Representative (AR) 
yang ada di waskon masing-masing. Adapun wilayah masing-masing 
waskon antara lain. 
a. Waskon I (wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara) 
                   Wilayah kerja AR I, meliputi  wilayah kerja AR 2 meliputi: 
a) Kec. Wasuponda   a)  kec. Malili 
b) Kec. Angkona   b)  Kec. Wotu 





d) Kec. Towuti    d)  Kec. Tomoni 
e) Kec. Tomoni timur 
f) Kec. Burau 
                   Wilayah Kerja AR 3 meliputi: Wilayah Kerja AR 4 meliputi: 
a) Kec. Sabbang     a)  Kec. Baebunta 
b) Kec. Rampi     b)  Kec. Bone-bone 
c) Kec Mappedeceng    c)  Kec. Limbong 
d) Kec. Seko     d)  Kec. Sukamaju 
e)  Kec. Malangke 
f) Kec. Malangke Barat 
b. Waskon II (Wilayah Kab. Luwu, tana Toraja dan toraja Utara) 
a) Wilayah kerja AR 5 meliputi seluruh wilayah Kabupaten Tana 
Toraja dengan 19 kecamatan, 103 kelurahan/desa 
b) Wilayah kerja AR 6 meliputi seluruh wilayah Kabupaten Luwu 
dengan 21 kecamatan, 212 kelurahan/desa 
c) Wilayah kerja AR 7 meliputi seluruh Kabupaten Toraja utara 
dengan 21 kecamatan, 141 kelurahan/desa 
c. Waskon III (Wilayak Kota Palopo) 
                  Wilayah kerja AR 8 meliputi:                     Wilayahkerja AR 9 meliputi: 
a) Kec, Mungkajang a)  Kec. sendana 
b) Kel. Rampoang b)  Kec. Tammalebba 
c) Kel. Lagaligo c)  Kec. Tompotika 
d) Kel. Pajalesang d) Kec. Surutanga 
e) Kel. Malatunrung e) Kec. Batupasi 
f) Kel. Salekoe 





h) Kel. Sabbamparu 
                 Wilayah kerja AR 10 meliputi: wilayah kerja AR 11 meliputi: 
a) Kec. Wara Barat a)  Kec. Telluwanua 
b) Kec. Bara b)  Kec. Wara selatan 
c) Kel. Buntu Datu c)  Kel. Balandai  
d) Kel. To’ Bulung d)  Kel. Boting 
e) Kel. Amasangan  e)  Kel.  Dangerakko 
f) Kel. Mungkajang f)   Kel. Ponjalae 
g) Kel. Tamarundung e)  Kel. Pontap 
h) Kel. Benteng f)   Kel. Patte’ne 
i) Kel. Salotellue 
j) Kel. Penggoli 
k) Kel. Salobulo 
 
4.1.5 Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Palopo 
 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo memiliki 312.250 Wajib Pajak 
yang terdaftar, yang terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, 
dan Wajib pajak Bendaharawan, dengan rincian sebagaimana dipaparkan dalam 
tabel 4.1 berikut.  





Sumber: Seksi Penagihan Pajak KKP Pratama Palopo 
 
Tahun 







2011 6.809 87.843 4.666 
2012 7.525 89.331 5.027 





4.1.6 Rencana dan Realisasi Penarimaan Pajak di KPP Pratama Palopo 
Berikut ini adalah tabel rencana dan realisasi penerimaan pajak di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Palopo untuk tahun 2011 sampai 2013. 







2011 705,254,627,422 768,021,918,438 
2012 763,309,380,413 568,937,830,337 
2013 745,484,925,524 623,915,415,516 
  Sumber: Seksi Penagihan Pajak KPP Pratama Palopo 
 
4.1.7 Kondisi Tunggakan Pajak di KPP Pratama Palopo 
Berikut adalah data mengenai kondisi tunggakan pajak di KPP Pratama Palopo 
pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2011 sampai 2013. 
Tabel 4.3 Perkembangan Tunggakan Pajak Tahun 2011-2013 
 




Sumber: Seksi Penagihan Pajak KPP Palopo 
Tunggakan pajak yang ada di KPP Pratama palopo berasal dari 
STP/SKPKB/SKPKBT yang belum lunas dan telah lewat tanggal jatuh tempo, 
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, 
Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus 
dibayar bertambah. Penambahan jumlah tunggakan berasal dari kenaikan 






4.2 Deskripsi Data 
 Sebelum melakukan pengolahan data dan pengujian hipotesis terlebih 
dahulu akan dijabarkan data yang akan diolah mengenai jumlah surat teguran 
dan jumlah surat paksa yang diterbitkan serta penerimaan tunggakan pajak di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo dari tahun 2011 s/d 2013. 
Tabel 4.4 Jumlah Surat Teguran yang Diterbitkan, Jumlah Surat Paksa yang 

















Februari 17 39 32.117.800 
April 40 26 20.826.610 
Juni 22 38 28.440.570 
Juli 24 35 245.266.427 
Agustus 28 41 153.026.230 
September 79 54 70.906.253 
Oktober 30 44 233.761.925 
Nopember 29 36 285.620.947 

































April 31 21 80.079.391 
Mei 37 3 115.054.242 
Juni 90 71 68.600.000 
Juli 14 20 15.700.000 
Agustus 153 46 798.061.385 
September 117 12 17.994.813 
Oktober 115 203 155.367.769 
Nopember 9 55 5.983.654 
















(X2) Pajak (Y) 
Januari  
(2012) 37 13 179.862.226 
Februari 143 144 138.035.888 
Maret 37 72 202.675.826 
April 217 47 5.424.540.422 
Mei 16 24 117.862.250 
Juni 69 19 222.739.317 
Juli 24 55 215.386.609 
Agustus 80 7 111.304.216 
September 74 51 14.544.900 
Oktober 50 22 10.768.108 





4.3. Pengujian Hipotesis  
4.3.1 Statistik Deskriptif 
Hasil statistik deskriptif dari masing-masing variable disajikan dalam tabel 4.5 
sebagai berikut. 
Table 4.5 Statistik Deskriptif 
 
Sumber: Data sekunder yang diolah 
 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah sampel yang digunakan adalah 
sebanyak 31 sampel atau sama dengan 3.093 wajib pajak yang menunggak 
pajak. Selain itu, dalam tabel diatas menunjukkan: 
Rata-rata jumlah penerimaan tunggakan pajak adalah 3E+008 dengan standar 
deviasi 972542622.6 
Rata-rata jumlah surat teguran yang diterbitkan adalah 58.7742 dengan standar 
deviasi 49.53834 
Rata-rata jumlah surat paksa yang diterbitkan adalah 41.0000 dengan standar 
deviasi 40.86319 
4.4 Pengujian Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model estimasi telah 
memenuhi kriteria atau tidak terjadi penyimpangan yang cukup serius. Oleh 
karena itu sebelum membuat model regresi terlebih dahulu dilakukan uji asumsi 




3E+008 972542622.6 31 
58.7742 49.53834 31 









1. Uji Normalitas  
Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data yang 
artinya data tersebut harus terdistribusi secara normal. Ada beberapa cara 
yang bisa dilakukan dalam uji normalitas tetapi yang paling umum 
digunakan adalah Normal P-P Plot. Untuk mendeteksi adanya normalitas, 
maka pada gambar 4.2 di bawah ini akan disajikan grafik hasil pengujian 
normalitas. 
 
Gambar 4.2 Output Pengujian Normalitas 
 
Sumber: Data sekunder yang diolah 
 
 Dari gambar 4.2 terlihat bahwa data (titik) menyebar di sekitar garis 
diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal sehingga dapat 
disimpulkan bahwa data yang diolah adalah data yang berdistribusi normal yang 
artinya uji normalitas terpenuhi. 
2. Uji Multikolinieritas 
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi yang 
tinggi antar variabel bebas (independent) dalam suatu model regresi. 
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 












Surat Teguran .874 1.145 
Surat Paksa .874 1.145 
a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan 
 
Sumber: Data sekunder yang diolah 
Dengan menggunakan besaran tolerance (α) dan variance inflation factor 
(VIF) dapat dilihat bahwa VIF surat teguran dan surat paksa adalah 1.145 < 5 
dan semua tolerance variabel bebas (0.847 = 85 %) diatas 5% sehingga dapat 
disimpulkan bahwa antar variabel bebas tidak terjadi multikolinieritas. 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui adanya ketidaksamaan 
varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk 
mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan hasil 
output SPSS melalui garfik scatterplot antar Z prediction (ZPRED) yang 
merupakan variabel bebas dan nilai residulnya (SRESID) merupakan 














Gambar 4.3 Output Pengujian Heteroskedastisitas 
 
Sumber: Data sekunder yang diolah 
 
Analsis hasil output SPSS (gambar scatterplot) diatas didapatkan titik-titik 
menyebar dibawah dan diatas sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur. 
Jadi kesimpulannya variabel bebas diatas tidak terjadi heteroskedastisitas atau 
bersifat homoskedastisitas. 
4. Uji Autokorelasi 
Persamaan regresi yang baik adalah tidak memiliki masalah autokorelasi 
karena jika terjadi maka persamaan tersebut tidak layak dipakai prediksi. 
Masalah autokorelasi timbul jika ada korelasi secara linear antara kesalahan 
pengganggu periode t dengan kesalahan pengganggu periode t-1 
(sebelumnya). Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah 
autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW). Pada tabel 4.7 dibawah ini akan 













a. Predictors: (Constant), Surat Paksa, Surat Teguran 
b. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan 
 
Sumber: Data sekunder yang diolah 
 
Dari hasil olah data diatas, ditemukan Durbin-Watson test yaitu 1.561 dan 
DW berada diantara -2 dan 2 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut 
tidak terjadi autokorelasi. 
 
4.5 Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 
signifikan antara dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat baik 
secara parsial maupun simultan. Berdasarkan hasil perhitungan melalui SPSS 
diperoleh output sebagai berikut. 









B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 
211574411.244 234519549.432  
     
.902 
.375   
Surat 
Teguran 






     
3.555 
.013 .874 1.145 
a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan 
 






Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka diperoleh persamaan regresi 
berganda: 
Y = 211574411.244 + 13459493.322 X1 + 5745030.088 X2 
Dari persamaan regresi tersebut, terlihat bagaimana pengaruh surat teguran (X1) 
dan surat paksa (X2) terhadap penerimaan tunggakan pajak (Y). Hasil diatas 
memberikan pemahaman bahwa jika tidak terjadi penerbitan surat teguran dan 
surat paksa maka besarnya penerimaan tunggakan pajak diprediksi sebesar  
211574411.244 berdasarkan nilai kostanta (a). Selanjutnya nilai koefisien regresi 
surat teguran (b1) =13459493.322 menunjukkan bahwa setiap 
penambahan/penurunan satu satuan surat teguran maka akan  
meningkatkan/menurunkan penerimaan  tunggakan pajak sebesar 13459493.322 
satuan. Demikian pula dengan nilai koefisien regresi surat paksa (b2) = 
5745030.088 menunjukkan bahwa setiap penambahan/penurunan satu satuan 
surat paksa maka akan meningkatkan/menurunkan penerimaan tunggakan pajak 
sebesar 5745030.088  satuan. 
 
4.6 Uji Hipotesis 
4.6.1  Uji Parsial (t-test) 
Uji parsial (individu) digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 
variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual. Berikut ini akan 
dijelaskan pengujian masing-masing variabel secara parsial. 
1. Variabel surat teguran (X1) 
Hipotesis: 
H0: Surat teguran tidak berpengaruh terhadap peneriman tunggakan 





 H1: Surat teguran berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak 
pada KPP Pratama Palopo 
Berdasarkan tabel 4.8 di atas di peroleh nilai thitung > ttabel yaitu 
4.417>2.042. Hasil ini menunjukkan bahwa H0 ditolak. Sedangkan dari 
tingkat signifikansi terlihat bahwa nilai signifikansi surat teguran yaitu 
0.000<0.05 yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat ditarik 
kesimpulan bahwa surat teguran berpengaruh terhadap peningkatan 
penerimaan tunggakan pajak pada KPP Pratama Palopo. 
2. Variabel Surat Paksa (X2) 
Hipotesis: 
H0: Surat paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan 
pajak pada KPP Pratama Palopo. 
H2: Surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak 
pada KPP Pratama Palopo. 
Berdasarkan hasil output pada tabel 4.8 diperoleh nilai thitung > ttabel yaitu 
3.555 > 2.042 dan hasil ini menunjukkan bahwa H0 di tolak. Hasil tingkat 
signifikansi surat paksa yaitu 0.013 < 0.05, hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak 
dan H2 diterima. Berdasarkan hasil yang diperoleh maka dapat disimpulkan 
bahwa surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak di KPP 
Pratama Palopo. 
 
4.6.2 Uji Simultan (f-test) 
Pengujian hipotesis secara bersama-sama dilakukan dengan 
menggunakan Uji F. Uji F dilakukan untuk menguji hubungan signifikansi antara 





yang menyakinkan maka akan dilakukan pengujian Fhitung dan Ftabel dengan 
tingkat signifikansi 0.05 atau 5%. Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut. 
 
Tabel 4.9 Output Uji F 
 
Sumber: Data sekunder yang diolah 
 
Berdasarkan output SPSS diperoleh nilai Fhitung > Ftabel yaitu13.135 > 
3.340 maka Ho ditolak dengan kata lain terdapat pengaruh antara surat teguran 
dan surat paksa terhadap penerimaan tunggakan pajak secara simultan. Selain 
itu dapat dilihat nilai signifikansi = 0.001 < 0.05 maka Ho ditolak atau dapat 
dikatakan koefisien regresi signifikan. 
4.6.3 Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa besar 
peranan variabel bebas (independen) yaitu surat teguran dan surat paksa secara 
bersama-sama menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel terikat 
(dependen). Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut. 
Tabel 4.10 Output Pengujian Koefesien Determinasi 
 
Sumber: Data sekunder yang diolah 
Model Summary b 
.641 a .411 .368 772851226 1.561 
Model 
1 
R R Square 
Adjusted 
R Square 




Predictors: (Constant), Surat Paksa, Surat Teguran a.  
Dependent Variable: Pencairan Tunggakan b.  
ANOVA b 
1E+019 2 5.825E+018 9.753 .001 a 








Squares df Mean Square F Sig. 
Predictors: (Constant), Surat Paksa, Surat Teguran a.  






Pada hasil perhitungan SPSS, diperoleh angka R square (R2) adalah 
0.411 yang berarti 41% penerimaan tunggakan pajak di KPP Pratama Palopo 
dijelaskan oleh variabel jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan. 
Sedangkan sisanya 59% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 
penelitian ini. 
 
4.7   Pembahasan 
  
Setelah dilakukan empat pengujian asumsi klasik yang bertujuan untuk 
memperoleh model regresi yang menghasilkan estimator linear tidak bias yang 
terbaik (Best Linear Unbiased Estimator/BLUE) dapat disimpulkan bahwa model 
regresi telah bebas dari masalah multikolinearitas, heteroskedastisitas, 
autokorelasi dan telah memenuhi asumsi normalitas. 
Berdasarkan nilai koefisien regresi surat teguran (b1) =13459493.322 
menunjukkan bahwa setiap penambahan/penurunan satu satuan surat teguran 
maka akan  meningkatkan/menurunkan penerimaan tunggakan pajak sebesar 
13459493.322 satuan. Demikian pula dengan nilai koefisien regresi surat paksa 
(b2) = 5745030.088 menunjukkan bahwa setiap penambahan/penurunan satu 
satuan surat paksa maka akan meningkatkan/menurunkan penerimaan 
tunggakan pajak sebesar 5745030.088  satuan. 
Pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di KPP 
Pratama Palopo pada tahun 2011 s/d 2013 menunjukkan bahwa nilai thitung untuk 
variabel surat teguran (X1) terhadap peningkatan penerimaan tunggakan pajak 
(Y) menunjukkan (4.417) lebih besar dari nilai ttabel (2.042), memiliki tingkat 
signifikansi 0.000 karena tingkat signifikansi lebih kecil dari pada 0.05 maka hal 





terhadap peningkatan penerimaan tunggakan pajak di KPP Pratama Palopo. 
Sedangkan nilai thitung untuk variabel surat paksa (X2) terhadap peningkatan 
penerimaan tunggakan pajak (Y) menunjukkan 3.555 lebih besar dari nilai ttabel 
2.042, memiliki tingkat signifikansi 0.013 karena tingkat signifikansi lebih kecil 
dari 0.05 maka hal ini membuktikan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa 
berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak di KPP Pratama Palopo. 
Dari hasil uji simultan diperoleh nilai Fhitung > Ftabel yaitu13.135 > 3.340 dengan 
tingkat signifikansi 0.001 < 0.05. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa surat 
teguran dan surat paksa  berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan 
tunggakan pajak secara simultan. Koefesien determinasi (R2) yang diperoleh 
menunjukkan bahwa penerimaan tunggakan pajak di KPP Pratama Palopo dapat 
dijelaskan oleh faktor jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan. 
Dimana koefisien determinasi (R2) menunjukkan bahwa 41% penerimaan 
tunggakan pajak dipengaruhi oleh jumlah surat teguran dan surat paksa yang 
diterbitkan oleh KPP Pratama Palopo sedangkan sisanya sebesar 59% 
dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar penelitian. 
 Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Andi Marduati dan Fadmawaty (2012) yang menunjukkan hasil 
yang signifikan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab 2 dimana setelah 
melakukan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa maka 
penerimaan tunggakan pajak meningkat. Hal ini menunjukkan bahawa 
penagihan surat teguran dan surat paksa berpengaruh terhadap peningkatan 
penerimaan tunggakan pajak. 
 Dari hasil di atas dapat dilihat bahwa sebelum melakukan penagihan 
pajak dengan surat teguran dan surat paksa tunggakan pajak relatif besar. 





paksa terlihat penurunan tunggakan pajak yang menyebabkan penerimaan pajak 
meningkat.  Hasil uji ini juga memberikan gambaran bahwa wajib pajak 
cenderung akan melunasi utang pajaknya setelah diterbitkan surat teguran 




























5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mengenai pengaruh 
jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan terhadap penerimaan 
tunggakan pajak di KPP Pratama Palopo, maka peneliti menarik kesimpulan 
sebagai berikut. 
1. Pada umumnya jumlah tunggakan pajak relatif besar, ini terlihat dari 
jumlah surat teguran dan surat paksa yang terus meningkat setiap tahun. 
2. Melihat dari jumlah tunggakan, wajib pajak badan yang memiliki jumlah 
tunggakan yang paling tinggi, namun jika melihat jumlah wajib pajak yang 
menunggak, wajib pajak Orang Pribadi yang paling banyak melakukan 
tunggakan. 
3. Berdasarkan nilai koefesien regresi menunjukkan bahwa setiap 
penambahan/penurunan satu satuan surat teguran ataupun surat paksa 
maka akan meningkatkan/menurunkan penerimaan tunggakan pajak. 
4. hasil uji hipotesis membuktikan bahwa penagihan pajak dengan surat 
teguran dan surat paksa berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan 
tunggakan pajak di KPP Pratama Palopo.  
 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti mencoba 





1. Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa 
perlu ditingkatkan menjadi lebih baik lagi dengan harapan mengurangi 
tunggakan dan meningkatkan penerimaan pajak. 
2. Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam menunaikan kewajibannya 
membayar pajak melalui kegiatan penyuluhan-penyuluhan pajak secara 
intensif, khususnya kepada wajib pajak orang pribadi karena WP orang 
pribadi yang paling banyak melakukan tunggakan. 
3. Jurusita Pajak meningkatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam 
proses penagihan pajak agar lebih memudahkan Jurusita pajak dalam 
menjalankan tugasnya.  
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperluas ruang lingkup penelitian 
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Lampiran 1  
DATA JUMLAH WAJIB PAJAK YANG MENUNGGAK TAHUN 2011-2013 
  
No Wajib Pajak Jumlah Wajib Pajak 
Menunggak 
Jumlah Tunggakan 
1 Badan 5.958 127.330.761.896 
2 Orang Pribadi 14.826 84.887.174.596 
3 Bendaharawan 2.956 42.443.586.298 









2011 2012 2013 
1 Luwu 13.050.602.229 17.197.275.684 10.227.651.277 
2 Tana Toraja 7.538.156.519 10.331.484.647 8.241.808.819 
3 Toraja Utara 1.790.355.503 856.229.003 611.253.160 
4 Luwu Utara 9.368.870.725 6.730.359.647 5.015.751.773 
5 Luwu Timur 19.217.407.805 18.636.934.635 16.365.317.071 




RENCANA DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK 
DI KPP PRATAMA PALOPO TAHUN 2011-2013 
Jenis Pajak 
Rencana Penerimaan Realisasi Penerimaan 
2011 2012 2013 2011 2012 2013 





















































3. PPh Pawsal 22 Impor 
1,821,080,2
81 608,923,918 246,195,094 589,957,471 268,035,278 352,084,995 


































































9. PPh Non Migas 





10. PPh Fiskal Luar 
Negeri 0 0 0 0 0 0 
2. PPh Migas 0 0 0 0 0 0 
1. PPh Minyak Bumi 0 0 0 0 0 0 
2. PPh Gas Alam  0 0 0 0 0 0 
3. PPh Lain Minyak Bumi 0 0 0 0 0 0 
4. PPh Lainnya Gas Alam 0 0 0 0 0 0 
3. PPh DTP 0 0 0 0 0 0 
1. PPh DTP Pasal 21 0 0 0 0 0 0 
2. PPh  DTP Pasal 22 0 0 0 0 0 0 
3. PPh DTP Pasal 23 0 0 0 0 0 0 
4. PPh DTP Pasal 25/29 0 0 0 0 0 0 
5. PPh DTP Pasal 26 0 0 0 0 0 0 


























2. PPN Impor 
3,116,619,7
11 417,414,631 37,692,491 358,618,442 31,917,618 239,066,524 









4. PPnBM Impor  5,167,055 0 21,811,256 
6,140,763,4
46 18,469,594 3,515,532 
5. PPN Lainnya 28,295,616 43,493,533 34,176,382 1,930,354 28,940,211 75,572,759 
6. PPnBM Lainnya 0 0 0 0 0 0 
7. PPN dan PPnBM DTP 0 0 0 0 0 0 
     1. PPN DN DTP 0 0 0 0 0 0 
     2. PPN Impor DTP 0 0 0 0 0 0 
     3. PPN Lainnya DTP 0 0 0 0 0 0 













































27 785,036,543 585,811,060 
1,656,660,7
00 
4. PBB Kehutanan 0 0 0 0 0 0 













7. PBB Lainnya 0 0 0 0 0 0 














1. Bea Meterai 309,027,053 584,619,972 140,680,880 376,497,000 90,000,000 684,037,733 














3. Pajak Tidak Langsung 
Lainnya 0 0 0 0 0   
4. Bunga Penagihan PPh 0 0 0 0 0 0 
5. Bunga Penagihan PPN 0 0 0 0 0 0 
6. Bunga Penagihan 
PPnBM 0 0 0 0 0 0 
7. Bunga Penagihan 
PTLL 0 0 0 0 0 0 
8. BPP 0 0 0 0 0 0 
9. Pemberian Imbalan 
Bunga 0 0 0 0 0 0 
10. Pajak Lainnya DTP 0 0 0 0 0 0 
      1. Bunga Penagihan 
PPh DTP 0 0 0 0 0 0 
      2. Bunga Penagihan 
PPN DTP 0 0 0 0 0 0 



















LAPORAN PERKEMBANGAN TUNGGAKAN PAJAK 
DI KPP PRATAMA PALOPO 
2011-2013 
TAHUN 2011 
Bulan Piutang Awal Penambahan Piutang Pengurangan Piutang Piutang Akhir 
Januari 61.720.734.849 417.294.183 166.407.144 61.971.621.888 
Februari 61.971.621.888 16.965.717.983 152.464.880 78.784.874.991 
Maret 78.784.874.991 21.010.232.436 604.249.543 99.190.857.884 
April 99.190.857.884 144.120.686 20.877.304.073 78.457.674.497 
Mei 78.457.674.497 6.744.297.382 2.137.039.560 83.064.914.319 
Juni 83.064.914.319 19.550.630.731 23.807.605.333 78.807.939.717 
Juli 78.807.939.717 2.476.687.311 5.365.195.109 75.919.431.919 
Agustus 75.919.431.919 11.096.166.443 2.061.285.563 84.954.312.799 
September 84.954.312.799 122.181.837.439 87.281.234.989 119.854.915.294 
Oktober 119.854.915.249 1.107.856.851 2.817.939.242 118.114.823.858 
Nopember 118.144.832.858 23.426.599.682 12.478.215.105 129.093.217.435 




Bulan Piutang Awal Penambahan Piutang 
Pengurangan 
Piutang Piutang Akhir 
Januari 45.832.615.531 91.841.336 188.325.227 45.736.431.640 
Februari 45.736.431.640 17.199.528 150.155.706 45.603.475.735 
Maret 45.603.475.735 93.367.759 5.471.347.864 40.227.343.439 
April 40.227.343.493 58.153.354 384.715.945 30.902.240.426 
Mei 39.902.240.426 57.014.665 121.380.160 39.837.874.932 
Juni 39.837.874.932 13.837.874.932 5.448.231.832 53.434.594.262 
Juli 53.434.594.262 2.589.372.881 14.003.103.348 41.990.863.795 
Agustus 41.990.863.795 48.717.960 280.495.443 41.759.086.319 
September 41.759.086.319 1.203.236.190 38.372.707 42.923.949.802 
Oktober 42.923.949.802 3.171.626.918 2.438.172.963. 43.657.403.757 
Nopember 43.657.403.757 461.193.145 98.966.623 44.019.630.279 















Piutang Piutang Akhir 
Januari 43.383.261.635 500000 41.911.011 43.341.951.102 
Februari 43.341.951.102 93.337.603 49.258.636 43.386.030.069 
Maret 43.386.030.096 48.167.772 172.370.867 43.262.176.974 
April 43.262.176.974 395.070.022 135.337.941 43.521.909.055 
Mei 43.521.909.055 118.186.890 487.384.811 43.152.711.134 
Juni 43.152.711.134 813.598.350 468.917.532 43.506.042.551 
Juli 43.506.042.551 2.096.757.828 458.007.757 45.152.675.059 
Agustus 45.152.675.059 40.357.938 1.576.013.251 43.617.019.953 
September 43.617.019.953 963.973.936 56.891.256 44.524.102.634 
Oktober 44.524.102.634 53.167.104 943.376.870 43.667.671.066 
Nopember 43.667.671.066 222.011.618 449.910.188 43.441.059.596 




PENERBITAN DAN PENCAIRAN SURAT TEGURAN DAN SURAT 


















Januari 111 4,718,688,333 56,322,266 Januari 5 1,056,737,296 42,834,556 
Februari 17 407,004,708 9,108,900 Februari 39 1,165,015,600 23,008,900 
Maret 94 470,499,718 59,450 Maret     24,059,450 
April 40 22,358,920   April 26 849,939,466 20,826,610 
Mei       Mei 2 18,314,406 75,828,610 
Juni 22 6,650,388,652 2,385,871 Juni 38 45,404,990 26,054,699 
Juli 24 1,363,767,302 109,541,992 Juli 35 225,644,072 135,724,435 
Agustus 28 1,372,161,065   Agustus 41 69,515,901 153,026,230 
September 79 11,105,558,394 16,711,575 September 54 3,021,682,466 54,194,678 
Oktober 30 156,799,203 4,873,713 Oktober 44 5,353,290,332 228,888,212 
Nopember 29 1,109,682,627   Nopember 36 12,247,680,897 285,620,947 





















Januari 38 103,993,675 100,000 Januari 34 148,586,580 3,300,000 
Februari     10,000,000 Februari 34 413,769,949 34,096,019 
Maret     1,200,000 Maret 3 35,575,137 78,635,074 
April 31 34,123,906 400,000 April 21   79,679,391 
Mei 37 336,824,558 30,144,897 Mei 3 21,873,906 84,909,345 
Juni 90 66,750,000 800,000 Juni 71 30,120,337 67,800,000 
Juli 14 468,831,848 6,500,000 Juli 20 2,491,208,003 9,200,000 
Agustus 153 1,188,897,632 793,911,385 Agustus 46 291,086,559 4,150,000 
September 117 238,592,621 13,444,813 September 12 175,160,474 4,550,000 
Oktober 115 412,425,416   Oktober 203 398,810,362 155,367,769 
Nopember 9 36,454,879 300,000 Nopember 55 394,095,036 5,683,654 






















Januari 37 8,444,107   Januari 13 1,136,604,993 179,862,226 
Februari 143 105,304,839 200,000 Februari 144 70,799,613 137,835,888 
Maret 37 23,021,098   Maret 72 96,005,051 202,675,826 
April 217 136,770,044 2,550,312 April 47 205,491,673 5,421,990,110 
Mei 16 145,093,695   Mei 24 6,077,576 117,862,250 
Juni 69 51,814,665 850,000 Juni 19 86,882,445 221,889,317 
Juli 24 7,100,000 450,000 Juli 55 183,880,045 214,936,609 
Agustus 80 3,183,283,021   Agustus 7 11,062,827 111,304,216 
September 74 48,717,960   September 51 19,985,514 14,544,900 
Oktober 50 1,203,136,190   Oktober 22 601,672,640 10,768,108 
Nopember 50 2,600,264,076 20,182,643 Nopember 21 1,161,576,144 75,833,116 












UJI  HIPOTESIS 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Surat Paksa, Surat 
Teguranb 
. Enter 
a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan 























































Predictors:  (Constant), Surat Paksa,  Surat Tegurana. 









B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 211574411.244 234519549.432       .902 .375   
Surat Teguran 13459493.322 3047542.394 .686 4.417 .000 .874 1.145 
Surat Paksa        5745030.088 3694528.261 .241      3.555 .013 .874 1.145 
a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan 
Collinearity Diagnosticsa 
Model Dimension Eigenvalue Condition Index 
Variance Proportions 
(Constant) Surat Teguran Surat Paksa 
1 1 2.462 1.000 .05 .05 .06 
2 .308 2.827 .16 .21 .94 
3 .230 3.271 .79 .74 .00 
a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors:  (Constant), Surat Paksa, Surat Tegurana. 













 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value -406415616.0000 2439119104.0000 343950220.7097 623185421.45643 31 
Std. Predicted Value -1.204 3.362 .000 1.000 31 
Standard Error of Predicted 
Value 
146855504.000 577849664.000 218837673.199 101210887.058 31 
Adjusted Predicted Value -444529824.0000 1738166912.0000 299475528.2142 550060849.87280 31 
Residual -1276251136.00000 2985421312.00000 .00000 746645219.13188 31 
Std. Residual -1.651 3.863 .000 .966 31 
Stud. Residual -1.767 5.027 .024 1.155 31 
Deleted Residual -1461628288.00000 5056896512.00000 44474692.49545 1087716450.18439 31 
Stud. Deleted Residual -1.841 15.826 .368 2.952 31 
Mahal. Distance .115 15.803 1.935 3.458 31 
Cook's Distance .000 5.846 .210 1.047 31 
Centered Leverage Value .004 .527 .065 .115 31 













1 Surat Teguran .874 1.145 
Surat Paksa .874 1.145 








Pearson Correlation Pencairan Tunggakan .600 .502 
Surat Teguran 1.000 .356 
Surat Paksa .356 1.000 
Sig. (1-tailed) Pencairan Tunggakan .000 .034 
Surat Teguran . .025 
Surat Paksa .025 . 
N Pencairan Tunggakan 31 31 
Surat Teguran 31 31 







Model Dimension Eigenvalue Condition Index 
Variance Proportions 
(Constant) Surat Teguran Surat Paksa 
1 1 2.462 1.000 .05 .05 .06 
2 .308 2.827 .16 .21 .94 
3 .230 3.271 .79 .74 .00 
a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan 
 
 





a. Predictors: (Constant), Surat Paksa, Surat Teguran 
b. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan 
 




 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value -406415616.0000 2439119104.0000 343950220.7097 623185421.45643 31 
Std. Predicted Value -1.204 3.362 .000 1.000 31 
Standard Error of Predicted 
Value 
146855504.000 577849664.000 218837673.199 101210887.058 31 
Adjusted Predicted Value -444529824.0000 1738166912.0000 299475528.2142 550060849.87280 31 
Residual -1276251136.00000 2985421312.00000 .00000 746645219.13188 31 
Std. Residual -1.651 3.863 .000 .966 31 
Stud. Residual -1.767 5.027 .024 1.155 31 
Deleted Residual -1461628288.00000 5056896512.00000 44474692.49545 1087716450.18439 31 
Stud. Deleted Residual -1.841 15.826 .368 2.952 31 
Mahal. Distance .115 15.803 1.935 3.458 31 
Cook's Distance .000 5.846 .210 1.047 31 
Centered Leverage Value .004 .527 .065 .115 31 









































KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK 
KANTOR WILAYAH DJP SULSEL, BARAT, DAN TENGGARA 




DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK 
Menimbang bahwa : 
Nama Wajib Pajak/ 
Penanggung Pajak :…………………… 
NPWP   :…………………… 
Alamat    :………………. 
Menunggak pajak sebagaimana tercantum di bawah ini: 
No Jenis 
Pajak 










1 XXXX 2004 12345/678/04/803/12-
28/06/2004 
28/07/2004 500.000,00 
2 XXXX 2005 12345/678/05/803/12-
28/06/2004 
24/06/2005 500.000,00 
3 XXXX 2006 12345/678/06/803/12-
28/06/2004 
19/07/2006 500.000,00 




                  Jumlah:Rp 
2.000.000,00 
(Dua juta rupiah) 
Dengan ini: 
1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak 
tersbut ke Bank Persepsi/Kantor Pos, ditambah dengan biaya dalam waktu 2 (dua) kali 
dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini. 
2. Memerintahkan kepada jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau juru sita lain 
yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan 
atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak apabila dalam jangka waktu 2 
(dua) kalidua puluh empat jamperintah sebagaimana disebut dalam butir 1 diatas tidak 
dipenuhi. 
 
Ditetapkan di PALOPO  
Pada tanggal 28 April 2014 
Kepala Kantor 
 
Muhammad Armadari, SE, MM 
NIP 196101311983101001 
PERHATIAN 
PAJAK HARUS DILUNASI DALAM 
WAKTU 2 X 24 JAM SETELAH 
MENERIMA SURAT INI, TINDAKAN 
PENAGIHAN PAJAK AKAN 
DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN. 
(pasal 21Ayat 1 UU Nomor 19 tahun 1997 
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 






KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK 
KANTOR WILAYAH DJP SULSEL, BARAT, DAN TENGGARA 
PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALOPO 
 
BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA 
Pada hari ini …….tanggal….bulan….tahun….atas permintaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak 
yang memilih tempat kedudukan di KANTOR PELAYAN PAJAK PRATAMA PALOPO 91921 saya, 
juru sita pajak pda KANTOR PELAYAN PAJAK PRATAMA PALOPO bertempat kedudukan di Jl. 
Andi Djemma no.131. 
 
MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI 
Kepada Saudara……….bertempat tinggal di…………….berkedudukan sebagai……………Surat 
Paksa disebaliknya ini tertanggal 28 April 2014 dan saya, Jurusita Pajak, berdasarkan ketentuan 
Surat Paksa Surat Paksa tersebutmemerintahkan kepada Penanggung Pajak supaya dalam waktu 
2 (dua) kali dua puluh empat jam, memenuhi isi Surat Paksa dan oleh karena itu harus menyetor ke 
Bank Persepsi/kantor Pos dan Giro…………………sebanyak Rp 2.000.000,00 dengan tidak 
mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan pajak ini dan biaya selanjutnya, 
dan jika ia tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang 
berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak akan disita dan dijual dimuka umum/dijual 
langsung kepada pembeli dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang pajak, 
denda, bunga, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini. 
 
Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENCEGAHAN dan PENYANDERAAN 
 
Saya, jurusita pajak, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepda Wajib Pajak, dan saya 
laukuakan ditempat tiggal/kedudukan orang pribadi/badan yang menunggak pajak. 
 
Penyerahan salinan Surat Paksa ini dilakukan kepada………………..bertempat tinggal 
di……………….. disebabkan…………………. . 
 
 
Yang menerima salinan Surat Paksa     Jursita Pajak  
 
 
………………………………………         …………………………… 
Jabatan           NIP  
 
 
Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut: 
Biaya harian jurusita Rp……………………. 
Biaya perjalanan  Rp……………………. + 






KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK 
KANTOR WILAYAH DJP SULSEL, BARAT, DAN TENGGARA 
PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALOPO 
 








Menurut tata usaha hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut: 
Jenis Pajak Tahun 
Pajak 









PPh Pasal 23 2010 12345/203/10/803/14-
10/10/2014 
09-02-2014 500.000,00 
          Jumlah: 
500.000,00 
(lima ratus ribu rupiah) 
 
Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 (UU PPSP) maka diminta kepada Saudara agar 
melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat 
teguran ini. 
 
Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera 
melaporkan kepada kami (Seksi Penagihan) . 
 




Muhammad Armadari, SE, MM 





PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 
(DUA PULUH SATU) HARI SEJAK 
DITERBITKANNYA SURAT TEGURAN INI. 
SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN 
PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN 
DENGAN PENERBITAN SURAT PAKSA. 
(pasal 8 Ayat (1) UU N0mor 19 Tahun 2000) 










Identitas Diri  
Nama    : Nelasti Arsil 
Tempat, Tanggal Lahir : Padang Sappa, 1 Mei 1992 
Jenis Kelamin   : Perempuan 
Alamat Rumah  : Jl. Abd. Dg. Sirua, Paropo No. 10 A 
Telepon Rumah dan HP : 085 342 733 817 




1. SD Negeri 57 padang Sappa, Kab. Luwu 
2. SMP Negeri 1 BUPON, Kab. Luwu 
3. SMA Negeri 1 Malili, Kab. Luwu Timur 
4. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Hasanuddin 
 
 
 
 
